
 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020, perlu 
disesuaikan Nomenklatur kelembagaan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan menjadi 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dalam Peraturan Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5614); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 

 

 

 



 3 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2020 Nomor 12/D); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
dan 

BUPATI JOMBANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN JOMBANG. 
 

Pasal  I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Perangkat Kabupaten Jombang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 

8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2020 Nomor 12/D), yaitu ketentuan dalam BAB III Pasal 3 

huruf e angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

e. Badan Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari: 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Tipe A, yang melaksanakan  fungsi  

administrasi  kepegawaian  dan pengembangan  

sumber  daya  manusia  daerah;  

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Tipe A, 

yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan 

penunjang penelitian dan pengembangan; 

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, yang melaksanakan 

fungsi penunjang pendapatan daerah;  

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, 
yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; dan 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, yang 
melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang 

kesatuan bangsa dan politik. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 12 Juli 2021 

BUPATI JOMBANG, 

           ttd 

 

                                              MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 12 Juli 2021  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

 

               ttd 

 

       AKH. JAZULI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR  3/D 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 73-3/2021   
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